
ffi SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PER.IAI,ANAN DINAS

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat

(2) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote

Ndao tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur

Pe{alanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rote Ndao;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 Tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Mengingat :l

:4.

b.

2.

3.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 113/PMK.05/2O12 tentang Perjalanan Dinas

Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan

Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O12 Nomor 678);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor |9O/PMK.O5/2O12 tentang Tata Cara

Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 /PMK.O2|2O2I
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

2022:

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2Ol2 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 Tentang T\.rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Keq'a Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

lO. Keputusan KPU Nomor 534/HK.03.1-

Kff/O4|KPU /VIJI/2O21 tahun 2021 tentang pejabat

Penandatangan Surat Tugas Perjalanan Dinas Ketua

dan Anggota KPU Di Lingkungan KPU, KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Sekjen KPU Republik Indonesia Nomor

856/HK.O3.2-KPT /04 /SJ /vllIl2O2l tahun 2O2l

tentang Pejabat Penandatangan Surat T\rgas

Pe{alanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

ftrB:// rh. 4:ao:lq!!q!qE4l49 (htka^ da d^ 2024
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Memerhatikan : 1 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2O22 tentang

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote

Ndao Nomor 15 Tahun 2O22 tentarrg Penetapan

Standar Operasional Prosedur Peq'alanan Dinas di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote

Ndao Tahun 2022:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

ROTE NDAO NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perjalanan

Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rote Ndao;

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU sebagai pedoman Perjalanan Dinas

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote

Ndao tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bah

Pada tanggal, 1 Apri 2O22

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd
NEM DANIEL JUNIAS PAH

FA

Hukum dan SDM,
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STAN DAR OPERASIONAT PROSEDUR

PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

20.22
BA'A



KOMISI PEIIIILIHAI{ UtIUM
KABUPATEI{ ROTE NDAO

na telah diubah dengan Perpu No. t Tahun 2O2O Tentang
Kcuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keusnsan untuk

an Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)
dlalal Rangka-Medghadapi Ancam€rl yang Membahayakan

Nasional dan/etau Stebilitas Sistem Keuantan;

Nomor l5 Talun 2004 tentang pemeriksaen
an denTansgungJawab Kcuangsn Negara (Ifmbarsn Negera
Indodesia Tehun 2OO4 Nomor 66, Tambqhan Lmbaran

Negaie Rcpublik Indonesia Nomor 44OOlj

Nomor 7 Taiun 20l7 tentang pemilihan Umum
Ncgara Republik Indonesia Tahun i0lZ Nohor t82t:

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tehun 2013 Tentalr Teta Cala
s€naeJl Anggsran Pendapaten dan B€lanje Ncga-re: scbager
diubsh dengan Perstursn pemeriniah N;. 50 Tahun 2Ol8:

Mcoteri Kcuengen Rcpublik Indonesia Nomor
f I3/PMK.O5/2012 tcnt€ng pcrjalanan Dinas Dalam Ncgcri begi

*j.b",I.ryL Tel*ai Ncseri, dan pegewai Tidak Tetap (B€riL
Negara Republik lndonesia Tahun 20ltNomor 6781:

Mentdi KeusnSan Republik Indon€sia Nomor
19o/ruf05/2o12 tentang Tata Cara pembet aran dalan Rangka

3ry*:*.gSg*-"" Ftndaperan dsrl Belenja Ncgara (Bcrite-
Republik lndonesia Tehun 2Ol2 Nomo; I tglt:

n.Menteri Keuangan Nomor 60/pMK.O2/2021 tent ng
Biaya MAsuLan Tahun A'J].EEera\ 2O22i

L Menteri Pendayagunaan Aparatur Negsra daII Reformasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentan{

Pcdoman Penj.usunan Stsndar Opc.asioDal hos€dur Administrasi

'an Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O Tentang
tr\ngsi, Susunan Orgsnisasi dan Tata Kerja Sckretariat Kori

Umum, S€lcetariat Komisi pemilihan amum hovinsi. dsn
t Komisi Pcmilihan Umum Kabupat€n/Kota;

u tusan KPU Nomor 53 4 | HK.O3-I -Kpf / 04 / KpU lvlJt / 2O2L tIlhvn
r tentang Pejabat Pcnandatangan Surar Tugss perjalanar Dinas

dan Anggora KPU Di Lingku;gan KpU, KpU provinsi dan KpU

ulu$n S€\ten KpU Republik Indonesia Nomor 8S6/HR.03.2_

!2!.y !Ylt-! ?9rt tahun 202-l tentans pejabat penanda tansan
d.Tu-gas Pe4alansn Dinas di Ljngkun;m S€krera-riar Jenderal
, KPU r-tovrnsi dan KPU Kabupaten/Kots

tentang Proscdur Pengelolaan Keuangan
sertilikat B€ndahara (bagi B€ndahara pengcluaran)

Opcrasiona.l Proscdur Nasksh Dinas ), hinter, Scsnner, Brankas, Lmari Arsip, Mesin hitung
dsn ATIC

2
3
4

6

Isian Pclalsanean Angg*". (DIPA)



SOP PEzuALANAN DIilAA DI LINGKT'NGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAAUPATEN RC/TE NDAO

Ifo. Kcgtstrn

Pelahrene Uutu Baku

KctcrengenKepala
Sub

Bagan
Pengusul

Kuasa
Pengguna
Anggaran

Kepala Sub
Bagan

Keuangan

Pejabat
Pembuat

Komitmen

Pejabat
Penandatan
ganan Surat

Perintah
Membayar

Staf
Pelaksana

Bendahara
Pengeluaran

Pelaksana
Pe{alanarr

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1 Mengusulkan TOR
Perjalanan Dinas

I
rd.r

BA Rapat Pleno, Notulen
Rapat Pleno, dan Dokumen

TOR/ KerangkaAcuan
Kegiatan

(1)7 (tujuh)
hari sebelum
kegiatan bagi

Perjalanan
Dinas yang

terencana; (2)
20 menit
setelah

disposisi
diterima /

Rapat Pleno
berakhir bagi

Perjalanan
Dinas

Panggilan/
Undangan

TOR

(1) Dilaksanakan oleh masing.

masing Kasubbag Sekrctariat
KPU Kabupaten Rote Ndao; (2)

TOR memastikan Ketersediaar
Anggaran, Jumlah Orang, dan

Jumlah Hari Perjalanan
Dinas;(3) Standard Biaya

Penginapan disesuaikan
dengan biaya penginapan
yang berlaku pada tempat

penginapan

2 Memverifrkasi TOR
Perjalanan Dinas L +

ry
V.

Dokumen TOR/ Kerangka
Acuan Kegiatan 15 Menit Disposisi Kepala Sub Bagian Keuangan

Umum dan fogistik

3 Mendisposisikan kepada
Kepala Sub Bagian

Keuangan t? DokumenTOR/ Kerangka
Acuan Kegiatan

15 Menit Tindak lanjut
Disposisi

Kepala Sub Bagian Umum,

Keuangan, dan Logistik

4 Menyampaikan catatan
kepada Pejabat Pembuat

Komitmen untuk
melakukan pencerrnatan

terhadap ketersedian
anggaran

+I- I Catatan Disposisi bersama
Dokumen Anggaran

15 Menit
Tindak lanjut

Disposisi kepada
PPK

Kepala Sub Bagran Keuangan



SOP PER.'ALAT{NI DINAS DI LINGKT,'NGAN KOMISI PEMILIHAN T'MUM KABUPATEIT ROTE NDAO

No. Kegiataa

Pelaksana Mutu Baku

KctcrargenKepala
Sub

Bagrarr
Pengusul

Kuasa
Pengguna
Anggaran

Kepala Sub
Bagran

Keuangan

Pejabat
Pembuat

Komitmen

Pejabat
Penandatan
garan Surat

Perintah
Membayar

Staf
Pelaksana

Bendahara
Pengeluaran

Pelaksana
Perjalanan

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

5 Melakukan pencermatan
terhadap ketersediaan
anggaran sesuai Mata

Anggaran Kegiatan (MAK)
dan Menyampaikan kepada

Kepala Sub Bagian
Keuangan tentang

ketersedian anggaran

+t
Catatan Disposisi bersama

Dokumen Anggaran
15 Menit Melaksanakan

Tindak lanjut Pejabat Pembuat Komitmen

7 Menyampaikan dokumen
kepada Staf untuk l*

Dokumen TOR yang telah
di Disposisi

15 Menit Surat T\rgas dan
SPPD

staf yang telah diberi tugas

menyiapkan administrasi
menJnapkan clukungan
administrasi pedalanan

dinas.

pe{alanan dinas: 1. STKetua

dan Anggota ditandatangani
oleh ketua; 2. ST Sekretaris,

Pengawas, Pej abat Fungsional

dan stafpelaksana
ditandatangani oleh
Sekretaris; 3. SPPD
ditandatangani oleh PPK.

8 Membuat Daftar Nominatif
dan menyampaikan kepada

Tidak

I t Dokumen TOR dan Daftar
Nominatif 15 Menit Daftar Nominatif Staf menyiapkan adminisunsi

pe{alanan dinas
I

9 Meneliti kembali kesesuaian
antara kelengkapan

dokumen dan ketersediaan
anggaran dengan MAK yang

dimaksud
Ya

Dokumen TOR dan Daftar
Nominatif 15 Menit

Melaksanakan
TUPOKSI Pejabat Pembuat Komitmen

10 Menerbitkan Surat Perintah
Pembayaran Dokumen SPP/TOR dan

Daftar Nominatif 15 Menit Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)

Pejabat Pembuat Komitmen

I

F



sOP PERJALAIIAN DINAS DI LINGKT'ITGAN KOMISI PEMILIHAT{ T'IIUM KABUPATEN RqTE NDAO

Ifo. Kegletan

Pelakaana Mutu Baku

KeterangenKepala
Sub

Bagian
Pengusul

Kuasa
Pengguna
Anggaran

Kepala Sub
Bagran

Keuangan

Pejabat
Pembuat

Komitmen

Pejabat
Penandatan
galan Surat

Perintah
Membayar

Staf
Pelaksana

Bendahara
Pengeluaran

Pelaksana
Pe{alanan

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

11 Meneliti kembali dokumen
atau administrasi
pendukung serta

ketersediaan angaran pada
Kartu Pengawasan

Anggaran

Tidak

Y.

+

;

Dokumen SPP/TOR dan
Daftar Nominatif 15 Menit Melaksanakan

TUPOKSI PPSPM

t2 Menandatangani Surat
Perintah Membayar (SPM)

DOKUMEN SPM 1O Menit Surat Perintah
Membayar (SPM)

PPSPM



sOP PER^'AI,AITAI{ DNTAS DI LIITGKUNGAN KOMISI PEMILIHAII UMI'If, KABUPATEIT ROTE ITDAO

No. Keglatan

Pelnkrane Mutu Baku

KeterangrnKepala
Sub

Bagran
Pengu.sul

Kuasa
Pengguna
Anggaran

Kepala Sub
Bagran

Keuangan

Pejabat
Pembuat

Komitmen

Pejabat
Penalrdatan
ganan Surat

Perintah
Membayar

Staf
Pelaksana

Bendahara
Pengeluaran

Pelaksana
Perjalanan

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

13 Mengajukan SPM ke KPPN
untuk diterbitkan SP2D

T
DOKUMEN SPM I (satu) hari

Petugas SPM pada KPPN
meneliti dokumen ;za-Trg,
diajukan, apabila ad-a

kekeliruan dikembal iLca-n
untuk diperbaiki. Apa lcila
sudah sesuai, maka I( PPN

menyetujui dan menerbitkan
Surat Perintah Pemba-5raran

Dana (SP2D)

L4 Membuat cek dan
mengajukan kepada KPA

untuk ditandatangani guna
pencairan uang sesuai

kebutuhan. "r CHEK 10 Menit Kas Bendahara Bendahara

15 Mencatat penerimaan,
menyiapkan kuitansi, dan
melakukan pembayaran
biaya pe{alanan dinas

kepada Pelaksana
Perjalanan Dinas

T SPT, SPD, Kwitansi Panjar
Perhitungannya

Perjalanan Dinas 6O 7o,

Tiket PP

1 (satu) hari
Kuitansi dan

Dokumen Pe{alanan
Dinas

Bendahara

16 Melaksanakan pe{ alanan
dinas !t SPT, SPD dan Tiket Sesuai jadwal

Pe{alanan

Laporan Perjalanan
Dinas dan

Dokumentasi
keciatan

Pelaksana

SP2D

L



SOP PERJALANAIT DII|AS DI LINGKI'IfGAIT KOMISI PEMILIHAI| I'If,UM KAEUPATEN R(}TE NDAO

No. KcgLt !r

Pchkaana Uutu Brku

Katcaangrn
Kcpala

Sub
Baaian

Pcngusul

Kuasa
PcnSguna
Anggaran

lcpa.la Sub
Bagian

Keuangan

Pejabat

Komitmen

Pcjabat
Penandet€n
ganan surat

Pcrintah
Mcmbayar

Staf
Pclskdsna

Bcndahara
Pengeluaran

Pelaksane
Pcrjalanan

Dinas
Kelengkepan Waktu Output

L7 Melakukan
PertanSSun& awaban

terhadap perjalanan dinas
yang telah dilaksanakan

l. Kclcrgt Er! Pcrjrdh
D.bD D..rlb:{l) Surat
Tugas, (2) SPD yang
ditandatgngani pejabat
berwenang ditempat
tujuan; {3) Dokumentqsi;
{4) l,apoian pcrjalanan
dinas. tr. PGrJ.Lnu Dh..
Lur! Drcnhi 11) Surat
Tugas; (2) SPD yg
ditandatangani !,ejabat
b€rweneng di tcmpat
tujuan; (3) tiket, boardinS
pess, Airport Tsx dan Bukti
Pembayeian Transportasi
lain Boaiding Pass, Aiaport
Tax den Bukti Pembayar'an
Transportssi (3) Laporan
Perjadin; (4) Dokumentasi

1 (satu) hari
setelah

meleksenakan
tuSas

Laporan
Pertsnggungiawaban

PerjAlanan Dinas

Laporan Perjalanan |_ i buat
dqfam 2 rangkap, l ra-rrgtap
diserahkan ke Sub b 

- 

4idn
Keuangan untuk pros 

-s 

SPD

Rampung, 1 Rangl-a.p
diserahkan ke Sub b
Prog:am dan Datq tr- t*

kebutuhan E-Monev, 

- 

Frabila
tidak memiliki bu l-C.i

Penginapan maka d.-.1x1
diberikan biaya pengl--1 apn

setesar 30 o/o sesuai pe-_-tuf8n
yang berlaku.



SOP PERJAIANAII DII|AS DI LII{GXI'IVGAN KOMIAI PEMILIIIAI| I'}[UM KABUPATEI{ R( TE I{DAO

No. Kcgi.trn

PchLlanr Uutu BeLu

KctcranganKcps.le
Sub

Begien
PcnSusul

Kuaae
Pcngguna
Aog8aran

Kcpala Sub
Bagbn

Kcuengon

Pcjabat
Pcmbuat

KomitrDcn

Pcjabat

Sanan surat
Perintah

Mcmbayar

Stat
Pelaksana

Bcndahera
Pcngclu6.ran

Pelaksane
Pcrjalanan

Dineg
Kelengkapan waktu Output

l8 Membuat perhitungan
k€mbeli biaye perjalenan

dinas setelel memverifrkasi
kelcngkapan administrasi
pertanSgungj awaban yang

disampaikan oleh
Pelaksana Perjalanan Dinas

T I
(l) Surat Tugas, (2) SPD
yang ditendatangani
pejabat benrenang di
tempat tujuan (3) Tikct,
Boatdint Pass, Airport Tax
dan Bukti Pembayar.an
Transportasi t"ain j (4) Bukti
Penginapen; (5) Laporan
Perjadin; (6) Dokumentasi,
7 Daftar Pengeluaran Riil,

I (satu) heri
setelah

disaampaiksn
LPJ

Kuitansi Rincian
Pcrtanggungiawaban

Biaya Perjelenan
Dines

Bendahara

t9 Mcnyampaikan kcpada KPA
dan PPK semua

edministrasi pedalanan
dlna6 guna disahkan decara

delinitif

I I (1) Suret T\reas, (2) SPD
yang ditsndqtangani
pejabat b€rwenang di
ternpat tujuan {3) Tiket,
Boarding Pass, Airport Tax
dan Bukti Pembeyaran
Ttansportasi Lain; (4) Bukti
Penginapan; (5) taporen
Peiadin; {6) Dokumentasi,
7 Daftq! Pengeluaeran Riil,

r {satu) han
a€telah

disatnpaikan
LPJ

Dokumen l,aporan
Pertanggungiawaban

Biaya Pedalanan
Dinas

Bendahara

20 Mengesahkan SPD
Rampung I-- I (1) Surat Tugas, (2) SPD

yang ditendatangani
p€jabet b€rwenanS di
tempat tujuan (3) Tiket,
Bosr:din8 Pass, Airport Tax
dan Bukti Pembayaran
Transportesi tain; (4) Bukti
Penginapan; (5) Laporan
Perjedin; (6) Dokumentasi,
7 Daftar Pcngeluaran Riil,

3 (tiga) Hari

Dokumen Lqporan
PertangSungia\Maban

Biaye Perjalanan
Dines

KPA, PPK dan B€ndahen

t--



SOP PERJAIANAN DII|AA DI LII{GKUIIGAN KOMIAI PEMILIHAN UMUM KABUPATEI{ ROTE NDAO

Ho. Kcgt trn

Pchlrane [utu Baku

KetcranguKepara
Sub

Be&an
Pcngusul

Kuasa
Pcnaguna
Anggeran

K€pala Sub
Bagan

KeuanAan

Pejabat
Pembuat

Komitmen

Pcjab6t
PcnaDdatan
gaDan surat

Pclintah
Mc6bayar

StEf
Pelaksana

Bcndahara
Pengeluaran

Pclaksana
Pcrjalanan

Dinag
Kelengkapatl Waktu Output

2t Mencatat dalam BKU atas
biaya p€rjalanan dinas
berdasarken Nilai Riil I

(1) Surat T\rges, (2) SPD
yang ditandatsnSani
pejabat b€rweneng di
tempat tujuan (3) Tiket,
Eloarding Pa$, Airport Tsx
dan Bukti Pdnbayaran
Transportasi L6in; (4) Bukti
Penginapan; (5) Laporan
PeEadin; (6) Dokumentasi,
7 Daftar Pcngeluaran Riil,

Setiap hari
kerja

Dokumen laporan
Pertanttundawaban

Biaya Perjalanan
Dinas

Bendalare

Perhitungan SPD RampunS
sesuai administraai

PertanSgUngjawaban
Penalanan dinas

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Hukum SDM

Ditetapkan di Ba'a

Pada Tangal I Apnl2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

t+d

NEM DANIEL JUNIAS PAH



PDITGESAIIAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagan
sebagaim6ls struktur organisasi yang telah ditetapkan

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan
Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan PerJalanan Dlnas, maka Standar
Operasional Prosedur ini dinyatakan masih berlaku.

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ba'a
Pada tanggal, 1 ApriJ 2O22

SEKRETAR}S i(qMISI PEMILIHAN UMUM
NDAO,

PAH


